BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 4{,5/ A7 TAYON 2023\

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 463/126
TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KASUS
KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
821.2/216/2021 Tanggal 6 September 2021 tentang
Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi (Eselon IV) di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo terdapat
anggota Tim Pendamping Kasus Korban Tindak Kekerasan
Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Sukoharjo Tahun
2021 yang berpindah tugas ke instansi lain, sehingga
Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 463/126 TAHUN 2021
tentang Pembentukan Tim Pendamping Kasus Korban Tindak
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan
Bupati Sukoharjo Nomor: 463/126 TAHUN 2021 tentang
Pembentukan Tim Pendamping Kasus Korban Tindak
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms
Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3277);



Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 186)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor
19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
259);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015
tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 240);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020 Nomor 9);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor :
463/126 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Pendamping
Kasus Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan

Bupati Sukoharjo Nomor: 463/126 TAHUN 2021

Pembentukan Tim Pendamping Kasus Korban Tindak Kekerasan
Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada
Yth:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Jawa Tengah di

Semarang;

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

di Sukoharjo;

4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten

Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo

di Sukoharjo;

6. Asisten Administrasi Umum  Sekretaris

Daerah Kabupaten Sukoharjo
Sukoharjo;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal \®> fEPTEMRER 202
BUPATI SUKOHARJO, /
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ETIK SURYAN /l



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENDAMPING KASUS KORBAN TINDAK KEKERASAN
BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021
KEDUDUKAN

NO NAMA/INSTANSI DALAM TIM KETERANGAN

1 2 3 4

1. | Ir.Proboningsih Dwi Danarti Penasehat Memberikan
Kepala Dinas Pengendalian nasehat dan arahan
Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo

2. | Ir.Hartawan Tri Wibawa, M. Si Ketua Bertanggung jawab
Kepala Bidang Pemberdayaan terhadap seluruh
Perempuan pada Dinas pelaksanaan
Pengendalian Penduduk, kegiatan
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo

3. | Sri Lestari, S.Tp Sekretaris Bertanggung jawab
Kepala Seksi Peningkatan di bidang
Kualitas Hidup dan Perlindungan kesekretariatan
Perempuan pada Dinas
Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo

4. | Sri Wahyuningsih, SE.MM Anggota Bertanggung jawab
Kepala Seksi Pengarusutamaan sesuai bidang
Gender pada Dinas Pengendalian tugasnya
Penduduk, Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sukoharjo

5. | Sunarto, SH. MH Anggota Bertanggung jawab
Kepala Bidang Kesejahteraan dan sesuai bidang
Perlindungan Anak pada Dinas tugasnya
Sosial Kabupaten Sukoharjo

6. | Aiptu Wijeng Rahayu Anggota Bertanggung jawab
Kepala Unit Perlindungan sesuai bidang
Perempuan dan Anak Satuan tugasnya
Reserse dan Kriminal Polres
Sukoharjo

7. | Dwi Wahyuni, SH Anggota Bertanggung jawab
Kepala Subbagian Bantuan sesuai bidang
Hukum pada Bagian Hukum tugasnya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

8. | Untari Retno Wulan,S.Psi.M.Psi Anggota Bertanggung jawab
Tenaga psikolog pada Dinas sesuai bidang
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, F

ETIK SURYANI + /



